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GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR 'SULAWES| TENGAH

NOMOR 23 :Tanon 201f

!  TENTANG

BANTUAN KEUAN&SAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

. bahwa Partai Politil; yang mendaplatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah diberikan: Bantuan Keuangan untuk menunjang kegiatan
Pendidikan Politik dan Sekretariat Partai Politik; !

] béhwa berdasarka:n ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomot 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Bantuan
Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan oleh
Pemerintah Daerah sefiap tahurinya, dan untuk tertib dan mempunyai
kepastian Hukum dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan
Gubernur; 3 '

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b perl;u menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan
Keuangan kepada;Par’tai Politik;

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat' | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat |
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara - Tengah dan
Daerah.Tingkat | Sulawesi Selatan - Tenggara (lembaran Negara Republik
indonesia Tahun. 1964 Nomor 7 menjadi  Undang-undang lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1964 nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

. ‘Undani;-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
~(Lembaran Negara . Republik Indonesia - Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor A437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun -;2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4844); ‘ )

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembéran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 4501);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun 2009
‘Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan,

‘Penyaluran, - dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik;



Menetapkan “ PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPAD

6. Peraturan Daerah ‘Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangén
Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomo
3 Tiahun 2006 Nomor 1 Seri E},

MEMUTUSKAN : - .

PARTA} POLITIK.

. ' BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratu_?an Gubernur ini, yang dimaksud dengan ;

1.
2.

3.

(1)
(2)
(3)

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. . -
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. i ' :
Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kefja
Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. -

" Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga

Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjliangkan ‘dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
Negara, i,serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. :
Bantuan Keuangan adalan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang penghitungannya
berdasarkan jumlah perciehan suara. : ,
Anggaran Pendapatan dan Belanja- Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. _
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Provinsi selanjutnya disingkat DPRD Provinsi adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah Rrovinsi. o -'

Dewan Pimpinan Daerah Partai Poliiik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya

adalah ﬁ)engurus'Partai Politik di. tingkat. Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil
Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat Partai Politik. : ;

. BABU -
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

: : . Pasal 2
Bantuan' Keuangan kepada Partai. Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah

setiap tahunnya.

Partai Politik sebagaiaman qimaksdd pada ayat (1} adalah Partai Politik yang mendapatkan
kursi di DPRD Provinsi. : : . :
Bantuan Keuangan sebagaim'af\-dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang
penghitlingannya berdasarkan jumlah perolehan suara. ,

Pasal 3

Bantuan .Ke,uangan yang bersumber dari - APBD Provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat
Provinsi bagi yang mendapat kursi di DRRD Provinsi. .

e o
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, _ . .Pasal 4
(1) Besarnya ‘bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
Ic:i;alar'n F_’asal 3 penghitungan berdasarkan pada jumiah perolehan suara hasil pemilu DPRD
rovinsi. - S
(2) nglah perolehan suara hasil pemilu, DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum. - - '

Pasal & ;

Tata cara pénghitungan bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD Proyir{si
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 da-_n Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut : ‘

a. besarnya nilai bantuan persuara urgfuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD
Provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi adalah bantuan APBD Provinsi Tahun
Anggaran: sebelumnya dibagi dengan jumiah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi
periode sebelumnya berdasarkan "penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum,; . :

b. besarnya:jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Provinsi setiap tahun
untuk Partai Politik adalah jumiah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai
bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan .

c. jumiah bantuan keuangan dari APBD Provinsi setiap tahun kepada Partai Politk adalah
jumiah persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a. ' :

’ iy Pasal 6 !

(1) APBD Tahun Angdaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah
APBD Tahun anggaran 2008 untuk -penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik
Tahun 2009-2014 dan seterusnya. '

(2) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a :adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2004 untuk
penghifungan bantuan keuangan kepada Partai Palitik Tahun 2009-2014 dan seterusnya. '

: ‘BABII -
PENGANGGARAN DALAM APBD

: ; Pasal 7
Bantuan keu;e\ngan képada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahynqya dalgm API;)B
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasél 5 huruf b dianggark_an qaj!am jenis belanja bantuan
keuangan der;\gan-objek belanja bantuan;keuangan kepada Partai Politik. "

- | ; Pasal 8 - ' :
(1) Bantuan%keuangan kepada Partal Politk' yang mendapatkan Kkursi di DPRD Provinsi
dianggarkan setiap tahun oleh Pemé;rintah Daerah Provinsi. g

(2) P.enentuén besarnya anggaran bantuan: keuangan ke‘pada Partai Politik memperhatikan
' kemamplian Keuangan Daerah. -~

!
! * BABIV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAIL POLITIK

: , Pasal 9 _ o -
(1) Pengajuan surat permohonan bantuan Keuangan Partai Politik tiigkat Provinsi disampaikan

secara tertulis oleh DPD tingkat Provinsi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris afau
sebutan lainnya kepada Gubernur untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening
kas umdm Partai Politik dengan menggunakan kdp surat dan cap stempel Partai Politik
dengan r}neiampirkan kelengkapan Administrasi berupa : '

PR 4
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a. surat jkeputusan DPP Partai Politikk yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD
tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai
Politik atau sebutan lainnya, : : , '
b. foto copy Surat Keterangan NPWP; :
c. surat EKeterangéjan autentifikasi hasil peneteapan perdlehan kursi dan suara Partai Politik
hasit ipemilihan umum DPRD Provinsi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Provinsi; '
d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan
rekening dari bank yang bersangkutan;
e. rencaina penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; . .-
f. Iapora:n realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran
sebelumnya; dan . : :
g. surat:pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan
perurjldangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani
Ketua dan Sekretaris DPD atau?‘sebut'an Iainngra di atas materai dengan menggunakan
kop surat Partai Politik. : ' :

(2) Lampirarj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap'z (dua).

(3) Surat permohonan sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan
‘kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, Ketua
Komisi Pemilihan .Umum Provinsi; dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Periindungan Masyarakat Provinsi atau sebutan lainnya. '

. BAB V '
. VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

‘ . Pasal 10 - ' :

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan.oleh
Tim- Verifikasi Kelengkapan ~Adminstrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan
Partai Politik tingkat Provinsi. '

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya.

(3) Keanggﬁotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kantor
Wilayaﬁf_ Kementerian Hukum dan‘Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan SKPD Daerah terkait. N '

(4) Pembentukan Tim Verifikasi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

. Keputusan Gubernur. : R . :

(5) Biaya verifikasi ~ kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ‘(1)

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

' Pasal 11 .I
Hasil ve‘riﬁkrasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik
dibuat dalam berita acara. L :

: - - Pasal12 :
Berita acaraz hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai
Politik tingkat provinsi’disampaikan oleh Tim Verifikasi Tingkat Provinsi kepada Gubernur dengan
melampirkan? kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Pgrtai
Politik sebag;ai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. ‘

!
i
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. 'BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

: ., Pasal 13 :
Penyaluran bantuan keuangan ke rekenmg kas umum Partai Politik tingkat Provinsi dllaksanakan
oleh Pejabat Pengelo|a Keuangan Daerah Provinsi atas persetujuan Gubernur

. Pasal 14
Ketua atau sebutan lam Partai Pol1t|k tingkat Provinsi menyampatkan tanda bukti penerlmaan
bantuan keuahgan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Gubernur
melalui Pejabat Pengeldla Keuangan Daerah Provinsi.

BAB Vil
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

t

Pasal 15 -
Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai penunjang kegiatan pendidikan politik dan
operasional sekretariat Partai Politik. '
| . '
| " Pasal 16
(1) Kegiatan pendldlkan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan :
a. penmgkatan kesadaran hak: dan kewajiban masyarakat dalam kehldupan
bermasyarakat berbangsa, dan. bernegara,
b pemngkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa bernegara; dan - - -
C. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan .membangun karakter bangsa dalam
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. .
(2) Keglatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatlkan keadilan dan kesetaraan
gender untuk membangun efika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

: : : Pasal 17
Kegiatan opefasional‘sekretanat Parteu Pohtlk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkautan
dengan : ' ‘ :
a. administrasi umum; ST _
b. berlangganan daya dan jasa; . . ;
c. . pemeliharaan data dan arsip; dan - - :
d. pemeliharaan peralatan kantor.

| BAB VIl

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

| i

. Pasal 18 .
Partai Polltuk wajib membuat pembukuan dan memehhara bukti penerimaan dan pengeiua.ran

atas dana bantuan keuangan. b |
? Pasal 19 !
(1) Partai Politik wajity membuat pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan
yang bersumber dari dana bantuan APBD. . :
(2) Laporan, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
a. rekapltu!aSI realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan

rmman realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan



b. baranig invetaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaénf
penggunaan jasa. : ' '

o o ~+ Pasal 20 :

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada
Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. '
i " Pasal 21 |

(1) Laporan ;pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan olgh
Ketua atau _sebutan lain Partai Politik tingkat Provinsi kepada Gubernur. '

(2) Laporan Epertanggungjawaban” sebagdimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pa!i:ng
lama 1 (satu) bulan setefah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ‘
Pasal 22 .

4

Laporan perts;mggungjawaban sebagaim'ana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka untuk diketahui

masyarakat. - S S '
, | . Pasal 23 ' :

Partai Po!itikgyang mg!a‘nggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan

sanksi adminjstratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran

berkenaan sa;mpai lapdran diterima oleh Guberndr untuk Partai Politik tingkat Provinsi.

| ‘ " BAB IX
3 KETENTUAN PERALIHAN {

; i Pasal 24
(1) Bantuaﬁ keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil
pemilu f2009 diberikan berdasarkan -Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuaﬁ Keuangan kepada Partai -Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan
DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun:2009.
{2). Bantuar'! keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil
pemilu 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuari Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan
DPRD Rrovinsi hasil Pemilu Tahun 2009, , :
(3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1@) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang wakiu sampai dengan
bequhiﬁnya masa keanggotaan DE’RD Provinsi hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu)
tahun anggaran 2009. ';
(4) Besarnyzra bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
' (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi
hasil Pemily Tahuh 2008 sampai‘dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.
; . " Pasal 25 : ;
(1) Pengajuan, penyerahan; dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Rartai Politik
sebagaifmana dimaksud idalam Paéal 24 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partail Politik dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan
dan Lapioran Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri



|
I
1
i
!

Dalam Negeru Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman: Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan
Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. :
{2) Penghltungan penganggaran dalam APBD, pengajuan penyaluran, penggunaan dan
laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009

tentang:Bantuan Keuangan kepada Partai Polittk dan ketentuan dalam Peraturan
Gubernur ini. | : "

|  BABX .
-KETENTUAN PENUTUP

’ . Pasal 26 , '
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ‘orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Su|awest Tengah.

: : ‘ Ditetapkan di
| _ : pada tanggaf,

fy GUBERNURY Lﬁ)WESI TENGAH [f

" pARAF KOORDMNAST |
"PEJALAT | PARAY
| BIRO KU o |- LONGKI DJANGGOLA
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Penghltungan pénganggaran dalam " APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan
laporanlpertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dlmaksud
dalam FTasaI 24 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang | Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan ketentuan dalam’ Peraturan
Gubernir ini. - | {
. % : .
| ; " BABX
! . KETENTUAN PENUTUP

i ' ! .Pasal 26

Perafuran GubernUr ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ‘orang mengetahuinya, mémerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 1n|
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Juli 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
T IR ttd

! LONGKI DJANGGOLA

Dlundangkan di Palu .
padatanggal 26 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH,

RAIS| LAMANGKONA B .

BERITA DAERAH PROVlNSl SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR: ’131



